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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG 

TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI 

INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melindungi masyarakat dari penggunaan 

alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis, mencegah dan 

mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat 

telekomunikasi ilegal yang masuk, beredar, dan 

digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat yang memerlukan penanganan kehilangan 

alat dan/atau perangkat telekomunikasi, perlu dilakukan 

pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi 

yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui 

identifikasi International Mobile Equipment Identity; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 

Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui 
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Identifikasi International Mobile Equipment Identity; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 
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8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer 

Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1376) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

41/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer 

Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 865); 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-

IND/Per/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer 

Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1200); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomnor 1829); 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT 

TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN 

BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI 

INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah alat 

dan/atau perangkat telepon seluler, komputer genggam, 

dan komputer tablet yang berbasis Subscriber 

Identification Module. 

2. International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya 

disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang 

terdiri dari 15 (lima) belas digit, dihasilkan dari 8 

(delapan) digit Type Allocation Code yang dialokasikan 

oleh Global System for Mobile Association untuk 

mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak 

seluler. 

3. Sistem Pengelolaan IMEI Nasional adalah tatanan 

prosedur dan mekanisme kerja terintegrasi untuk 

melakukan analisis terhadap identitas perangkat 

telekomunikasi bergerak yang diproduksi dan beredar di 

Indonesia. 

4. Subscriber Identity adalah data pelanggan yang dilindungi 

keamanannya oleh sistem milik Penyelenggara. 

5. Pengguna adalah pemakai Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak 

seluler. 

6. Penyelenggara adalah penyelenggara jaringan bergerak 

seluler. 

7. Pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler adalah 

penolakan ketersambungan Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi ke jaringan Penyelenggara yang 

mengakibatkan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

tidak dapat menerima layanan telekomunikasi bergerak 

seluler. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 


